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WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, Kepala Daerah  wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan  perwujudan dari Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan
kedalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaiman
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang...........

303



10.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republic
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan = TanggungJawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiaonal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

/Tambahan.............



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesian
Tahun 2007 Nomor 74);

Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
selatan Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
System Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Republic Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Republic Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Republic Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Republic Indonesia
Nomor 4614);

19.Peraturan............



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Republic Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2014 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah
Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor
57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kota Dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah
Kota Parepare Tahun 2011 Nomor);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 Tentang

/Perubahan.............
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27.

28.

29.

30.

Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor
59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota
Parepare Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor
10), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10,
Tambahan Lembaharan Daerah Kota Parepare Nomor
60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10
Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota
Parepare Tahun 2011 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Korps
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun
2012 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare
Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 95);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan
WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :
5. Daerah adalah Daerah Kota Parepare

6. Pemerintah Darea h adalah Pemerintah Kota Parepare.
7. Walikota adalah Walikota Parepare.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp.730.012.750.145,-
b. Belanja Daerah Rp.735.591.485.431-
Surplus/ (Defisit) Rp. (5.578.735.286),-
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 11.053.810.399,-
2. Pengeluaran Rp. 5.475.075.000,-
Pembiayaan Netto Rp. 5.578.735.399
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Rp. 0,-
Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan............



a. Pendapatan asli daerah sejumlah
b. Dana perimbangan sejumlah.
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Rp. 114.781.555.198,-
Rp. 492.762.970.000,-
Rp. 122.468.224.946-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah.
b. Retribusi daerah sejumlah.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerha yang
dipisahkan sejumlah.

Rp. 19.148.779.976,-
Rp. 12.851.380.000,-

Rp. 3.300.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rp. 79.481.395.223,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b

terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil sejumlah.
b. Dana alokasi umum sejumlah.
c. Dana alokasi khusus sejumlah.

Rp. 20.564.227.000,-
Rp.430.750.753.000,-
Rp. 41.447.990.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
Hibah sejumlah

Dana darurat sejumlah

Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
Dana penyesuaian dan otonomi khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari pemerintah daerah lainnya sejumlah

oo

Pasal 4

Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 24.862.655.386,-
Rp. 86.041.102.000,-

Rp. 11.564.467.560-

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri

dari :
a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah.
b. Belanja Langsung Sejumlah.

Rp.387.741.493.431,-
Rp.347.779.992.113,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis :

Belanja Pegawai Sejumlah

Belanja Bungan Sejumlah.

Belanja Subsidi Sejumlah.

Belanja Hibah Sejumlah

Belanja Bantuan Sosial Sejumlah.
Belanja Bagi Hasil Sejumlah.

Belanja bantuan Keuangan Sejumlah.
. Belanja tidak terduga Sejumlah

SR 0 A0 o

Rp.360.835.589.371,-
Rp. 4.500.000.000,-
Rp. 0,-

Rp. 5.000.000.000,-
Rp. 15.100.000.000
Rp. 0,-

Rp. 805.904.060,-
Rp. 1.500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai sejumlah.
b. Belanja barang dan jasa sejumlah.
c. Belanja modal sejumlah

Rp. 14.970.924.200,-
Rp.194.920.934.903,-
Rp.137.958.233.010, -

Pasal 5................



Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c

(2)

(3)

terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 11.053.810.399,-
b. Pengeluaran sejumlah. Rp. 5.475.075.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan.

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya. Rp. 10.803.810.399,-
b. Pencaiaran dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaaan daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah. Rp. 0,-
b. Penyerataan Modal (investasi) pemerintah
daerah sejumlah. Rp. 1.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah. Rp. 3.725.075.000,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 250.000.000,-
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.

2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Sejumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

7.Lampiran..............



7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi Daerah );

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan dan penambahan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum Diselesaikan Dan Di anggarankan kembali
dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
Pasal 7

Walikota menetapakan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

BAB III
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 23 Desember 2014

WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

e

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 15
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